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KEPUTUSAN GUBERITT'R LII.MPUI{G
noMoR c t /r9 tvt.ot flEK,2o2s

TEITTAI{G

PEMBENTT'XAN TIM KOOR.DINASI DAERAH DANA N,OKASI KHUSUS
INFRASTRI,'XTT'R BIDAITG AIR MItrt'U, SA]TITASI, DAIT PERT'MAIIAN

PERIUI'NIMAI{ PROVINSI LI\MPT'NG TAIIUN 2023

GI,BERIIT'R LAMPT'NG,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (21 dan ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan
Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana
Alokasi Khusus Fisik, disebutkan bahwa Perangkat
Daerah Provinsi menyusun rzrncurngan usulan program
dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik lingkup daerah provinsi sesuai dengan
urusan yang menjadi kewenangannya dan mengacu pada
rancangan program dan kegiatan pembangunan daerah
melalui Dana Alokasi Khusus Fisik yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka
meningkatkan koordinasi guna efektifitas pelaksanaan
perencanaurn dan pengusulan Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Tahun 2024, perlu membentuk Tim
Koordinasi Daerah Dana Alokasi Khusus Infrastruktur
agar Pelaksanaanya be{alal lancar dan terkordinasi, perlu
membentuk Tim Koordinasi Daerah Dana Alokasi Khusus
Fisik Infrastruktur Bidang Air Minum, Sanitasi, dan
Perumahan Permukiman Provinsi L,ampung Tahun 2023
dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur
lampung;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang
Standar Harga Satuan Regional;

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Pisik Tahun
Anggaran 2023;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan
Program dan Kegiatan Pembangrrnan Daerah melalui Dana
Alokasi Khusus Fisik;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ralcyat Nomor 29/PRTIM/2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Bidang Pekeg'aan Umum dan
Perumahan Rakyat;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepa1a Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan
Dana Transfer Khusus;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Daerah Provinsi l.ampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung Tahun ?nggaran 2023;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur l.ampung Nomor 4a
Tahun2O22;

MEMUTUSKAIT:

XIPUTUSAI{ GT'BERTUR TEI{TA,ITG PEMBEITTT'KAN TIM
KOORI'II|ASI DA,ERAII DA.ITA AIOKASI KHUSUS
IITFRASTRI'KTUR BIDAI(G AIR MIIfi'U, SAIIITASI, DAN
PERT'UAIIA,IT PERUT'XIMAN PROVII|SI LAMPT'NG
TAIIIII{ 2Oi'3.

Membentuk Tim Koordinasi Daerah Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan
Permukiman Provinsi l,ampung Tahun 2023, dengan susunan
personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menlrusun dokumen rencana strategis (DAK) Dana

Alokasi Khusus kurun walctu 5 (1ima) tahun;
b. menyampaikan laporan Standar Pelayanan Minimal

Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat;
c. menelaah reviu dan verifikasi usulan rencana kegiatan

Dana Alokasi Khusus provinsi dan kabupaten/kota untuk
ditandatangani oleh kepala dinas teknis;

d. melakukan verifikasi data teknis Dana Alokasi Khusus
secara berkala;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

e. melalukan fasilitasi penyusunzrn harga satuan;

f. membantu pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus kepada
daerah;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di daerah;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
kepada Pemerintah Daerah yang mendapat Dana Alokasi
Khusus untuk dilaporkan pada saat rapat kerja
Kementerian;

i. melakukan koordinasi dengan inspektorat daerah dalam
rangka reviu sebagai syarat penyaluran Dana Alokasi
Khusus;

j. melakukan evaluasi terhadap pembinaan pelalsanaan
Dana Alokasi Khusus di wilayah provinsi dan
kabupaten/ kota terkait; dan

k. memberikan saran, masukan, dan/atau rekomendasi
kepada gubernur terkait pembinaan pelaksanaan Dana
Alokasi Khusus ke depan di daerah provinsi dan daerah
kabupaten / kota terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil
pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur
Lampung.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan
Honorarium dari Bulan Januari sampai dengal bulan
Desember 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional dan Peraturan Gubernur lampung Nomor 20
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur tampung Nomor 48
Tahun 2022.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dalam Dokumen
Pelal<sanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi l,ampung pada Sub Kegiatan Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan
Kode Rekening 5.0 1.03.03.06.5. 1.2.02.0 I .O4.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim
Koordinasi.

KEENAM
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KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal /J^- S - 2023

GUBERNUR LAMPUIYG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri.Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. lnspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaal Keuangan dan Aset Daerah Provinsi tampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR I Gg)SlVr.Ot1HK/2O23
TANGGAL | /,1^- 7 2023

SUSI,'NAIY PERSOITALIA TTil KOORDII{A SI DATRAH DAIYA AIOKASI KIIUSUS
INFRASTRT'KTIIR BIDANG AIR MIltUM, SAtrITASI, DAN PERI'MAHAN

PERIII'XIMAIT PROVITSI LA"UPT'NG TAHUI{ 2023

I. Ketua Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Ia.mpung.

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruli:tur dan Kewilayahan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
[a.mpung.

1. Kepala Badal Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bandar l,ampung.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Metro.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten I"ampung Selatan.

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten l,ampung Utara.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten I-ampung Tengah.

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Barat.

8. Kepa-la Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanggamus.

9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pringsewu.

10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Way Kanan.

11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang.

12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mesuji.

14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pesawaran.

15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat.

16. Kepata Balai Prasarana Permukiman Wilayah t ampung.
17. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi

La.mpung.

18. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

19. Kepala Satuan Keqia Non-Vertikal (SNVT) Perumahan
Wilayah Lampung.

II. Sekretaris

III. Anggota



-6-

1. Ida Susanti S., ST., MT. (Fungsional Perencana Ahli
Madya Bidang Perencanaan Infrastrulrtur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung).

2. Riya Soneta, S.Kom. (Fungsional Perencana Ahli Muda
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
Badan Perencanazur Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung).

3. Diella Dwi Sartika, ST., MT. (Fungsional Perencana Ahli
Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi l,ampung).

4. Lokosmi Saba Ocdita, ST. (Fungsional Perencana Ahli
Muda Bidang Perencanaan lnfrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi l,ampung).

5. Ratni Puspa Dewi, ST. (Fungsional Perencana Ahli
Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung).

6. Audi Kurniawan, ST., MM. (Analis Perencana Sub
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung).

7. Rika Yuniati, SE., MM. (Penyusun Rencanaan Kegiatan
Dan Anggaran Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur
dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi l,ampung).

8. Andytia Pratiwi, ST., MT. (Analis Perencanaan Sub
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II
Badan Perenc€rnatln Pembangunan Daerah Provinsi
l,ampung).

9. Arif Luqman Affandi, ST., M.Sc. (Analis Perencanaan
Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi ta.mpung).

10. Langgeng Basuki. (Pengadministrasi Perencanaan dan
Program Sub Bidang Perencanaan infrastruktur dan
Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi l,ampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

IV. Sekretariat


